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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 150 [KEP/412.013/2022

TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 52

ayat (2) huruf ¢ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas, perlu pembentukan Tim Monitoring
dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten
Bojonegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

.bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis
Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bojonegoro;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;



Menetapkan

KESATU

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
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22,

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta
Kebutuhan Lalu Lintas;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014
tentang Marka Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi
Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bojonegoro.
Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas
Kabupaten Bojonegoro dengan Susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- .

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas:

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pada masa konstruksi
maupun operasional kegiatan usaha;

b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan
mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil
atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas
persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yvang telah
ditetapkan; dan

¢. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Dalam melakukan tugas monitoring dan evaluasi secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim
Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat
melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi Analisis
Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dilakukan setelah rekomendasi hasil
persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu
Lintas Kabupaten Bojonegoro, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2022,
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal & maret 2022
BUPATI BOJONEGORO,
Tembusan : Keputusan ini disampaikan ANNA MU’AWANAH
Kepada :

Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;

. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;

. 8dr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan

. Bdr. Anggota Tim Evaluasi yang

bersangkutan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 7 Ji—fa"KEqu-L?;ﬂl?:_,l’ﬂGQﬂ
TANGGAL : o MERTT 2092

TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BOJONEGORO

B JABATAN 1
NO DALAM TIM JABATAN DALAM KEDINASAN
1. | Ketua Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
2. | Anggota:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; dan

b. Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Bojonegoro

BUPATI BOJONEGORO,

Arrin

ANNA MU’ AWANAH



